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ABSTRAK

Kedaulatan dalam kehidupan bernegara mempunyai peran yang sangat
penting, karena kedaulatan merupakan simbol kekuasaan dalam sebuah negara.
Berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara adalah legitimasi bagi penguasa.
Dalam wacana politik, dua hal tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang
lainnya. Banyak tokoh yang telah menjelaskan perihal kedaulatan dalam negara
melalui sistem pemerintahan, diantaranya Baron de Montesqueiu dan Ayatullah
Khomeini. Baron de Montesquieu (selanjutnya: Montesquieu) mengembangkan
teori John Locke tentang pembagian kekuasaan dalam negara. Konsep yang
digagas oleh Montesquieu menekankan, bahwa sistem pemerintahan harus
dipisah/dibagi antara satu bagian dengan yang lain, agar tidak ada penguasa yang
kejam, menindas terhadap rakyat, despotik dalam memimpin pemerintahan,
karena sumber kekuasaan dalam negara berasal dari rakyat. Kemudian
Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan
Yudikataif.

Berbeda dengan Montesquieu, Ayatullah Khomeini (selanjutnya; Khomeini)
seorang ulama Syiah Itsna Asya’ariyyah yang mengarsiteki langsung Vilayat-i al-
Faqil sebagai sistem pemerintahan di Iran. Dalam sistem ini pemimpin tertinggi
adalah faqih dibantu dengan tiga elemen legislatif, eksekutif (Presiden) dan
yudikatif. Walaupun konsep atau gagasan Vilayat-i al-Fagih ini menggunakan
konsep kedaulatan Tuhan, namun Khomeini tidak meninggalkan peran rakyat
dalam menjalankan atan mengarahkan jalan pemerintahan, melalui pemilihan
wakil di legislatif dan pemilihan presiden.

Kajian ini merupakan kajian tata negara atau siyasali, dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk
mengetahui latar belakang pemikiran tokoh mengenai kedaulatan rakyat, hal apa
saja yang mempengaruhi para tokoh dalam memunculkan gagasan, dan
bagaimana implementasi dari gagasan kedua tokoh. Kemudian dilakukan analisa
perbandingan dari pemikiran kedua tokoh tersebut untuk mengatahui perbedaan
dan persamaannya.

Hasil penelitian ini adalah, persamaan pemikiran Montesqueiu dan
Khomaeni Pertama, melakukan pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam
pemerintahan. Kedua, supremasi hukum mempunyai posisi signifikan atau sentral
dalam pemerintahan. Ketiga, bentuk pemerintahan republik. Sedangkan
perbedaannya pertama, sumber kekuasaan atau kedaulatan, menurut Montesqueiu
kekuasaan berasal dari rakyat sedangkan Khomaeni berasal dari Tuhan, kedua,
doktrin ajaran Khomaeni berasal dari Syiah Itsna Asy’ariyyah, dan Montesqueiu
berasal dari hukum-hukum kuno dan romawi. Ketign, Khomaeni mewujudkan
gagasannya dalam pemerintahan, sedangkan gagasan Montesqueiu menjadi
inspirasi pendiri Amerika Serikat. Keempat, Khomaeni menempatkan Faqih sebagai
pemimpin tertinggi, bagi Montesqueiu tidak ada pemimpin tertinggi kecuali tiga
elemen yang ada.
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TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Translitrasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988
Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987
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Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya.

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam suku dan bangsa. Agar
- manusia melakukan interaksi antar manusia dalam komunitas, suku, bangsa atau
diluar komunitas, suku dan bangsa mareka. Karena itu manusia disebut sebagai
makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia hidup dan mempertahankan diri
secara kelompok, dari ancuman manusia lain maupun dari alam. Melalui
berkelompok, manusia membuat kesepakatan setiap individu dalam kelompok agar
tetap survive, John Locke, filsuf Inggris, mengatakan :

“ ... dengan kesepakatan tiap-tiap individu, mereka dengan demikian
membuat masyarakat menjadi satu badan, dengan kekuasaan untuk bertindak cebagai
satu badan, yang terjadi oleh dan kehendak mayoritas. Apa yang membuat
masyarakat manapun ada hanyalah kesepakatan individu-individu didalamnya, dan
kerena masyarakat itu merupakan satu badan, maka harus bergerak satu arah (safu
jalan), dan dengan demikian perlulah badan itu bergerak kearah kemana kekuatan
yang lebih besar membawanya, yaitu kesepakatan mayoritas; kalau tidak demikian,
mustahil masyarakat itu bertindak atau berlangsung terus sebagai satu badan, satu
masyarakat / komunitas ; kesepakatan setiap orang yang membentuknya menyetujui
bahwa masyarakat itu harus berjalan demikian ; dan dengan demikian setiap orang
terikat oleh kesepakatan itu untvk dilingkupi atau diatasnamakan mayoritas. Maka
dari itu, kita melihat bahwa bahwa mejelis-majelis yang diberi kuasa untuk bertindak
oleh undang-undang positif, sedang undang-undang positif memberi kuasa tidak
menetapkan jumlah, tindakan mayoritas berlaku sebagai tindakan keseluruhan dan
tentu saja menentukan sebagai yang memiliki kekuasaan keseluruhan berikut hukum
alam dan akal sehat.”!

! John Locke, Kuasa Itu Milik Rakyat Esai Mengenal Asal Mula Sesungguhnya, Ruang
Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, terj: A.Widyamartaya (Yogyakarta : Kanisius, 2002)
him 82-83.



Masyarakat dengan membuat kesepakatan di antara mereka, entah itu
berbentuk sebuah badan atou aturan tanpa sebuah badan (baca; norma) untuk
mengatur hubungan antar anggotanya, masyarakat yang membentuk badan kemudian
badan tersebut disebut pemerintah. Adanya badan (baca;pemerintahan) adalah agar
terciptanya masyarakat yang nyaman, adil, makmur dan sejahtera. Sejarah telah
menunjukkan, bahwa pemerintahan yang ada dibumi ini banyak menimbulkan
masalah bagi rakyat. Penindasan, kekejaman, despotik dan lain-lain, mewarnai
lembaran sejarah pemerintahan di dunia.

Sejarah pemerintahan masa lalu banyak berbentuk monarki. Dalam sistem
monarki, penguasa (bacayraja) cenderung membuat kebijakan dengan kemauan
sendiri tanpa mematuhi hukum (konstitusi) yang ada. Karena raja merupakan
penguasa tunggal tanpa adanya sebuah kekuatan kontrol terhadap kekuasaannya.
Dengan kondisi seperti ini, rakyat dirugikan dan menjadi obyek kebijakan yang tidak
“manusiawi”, yang kemudian banyak terjadi perlawanan atau pemberontakan
terhadap raja oleh rakyat. Revolusi Prancis dan Revolusi Iran adalah contoh
bagaimana kesewanang-wenangan yang dilakukan raja (baca;penguasa) dalam
mengatur dan menjalankan pemerintahan.

Maka, aturan atau hukum dalam sebuah negara sangat penting dalamn

mengatur sistem yang ada di sebuah regara 2 dan kontrol rakyat terhadap pihek yang

2 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, cet. IIl (Bandung : Mizan, 1998) him 139 -
146,



menjalankan pemerintahan, agar tercipta masyarakat adil dan sejahtera, merdeka dan
bebas.

Pemikiran tentang sebuah sistem pemerintahan yang baik dan mampu
memberikan kebebasan dan kemerdekaali kepada rakyat telah ada sejak zaman
Yunani, Plato merupakan salah satu filsuf yang dihormati sepanjang zaman,
mempunyai pemikiran sebuah negara harus di pimpin oleh orang yang bijak (baca;
filsuf).> Pemikiran Plota ini tidak lepas dan pengalaman yang di alaminya saat
melakukan perjalanan ke negara-negara Eropa waktu itu,

Selain Plato, pemikir yang mempunyai concern di bidang ke-tatanegara-an,
filsuf zaman pencerahan adalah John Locke, yang menggagas Trias Politica yakni
adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, ia menentang kemutiakan
kekuasaan negera sebagaimana yang digagas oleh Thomas Hobbes. Pembagian
kekuasaan ini agar tidak terjadi penguasa yang despotis, totaliter dalam memimpin
sebuah negara, yang intinya adanya sebuah kontroi terhadap penguasa. Trias Politica
atau Pembagian sistem pemerintahan yang digagas Locke adalah Legislatif, Eksekutif

dan Federatif.’

3 Henry J Schmandt, Filsafat Politik; Kajian Historis dari zaman Yunani kuno sampai zaman
Modemn, cetll, terj A. Baidlowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), him 68.

* John Locke, Kuasa Itu Milik Rakyat, him.11.

3 Ibid., him.13.



Kemudian gagasan Locke dikembangkan oleh pemikir Prancis yang juga
bangsawan Baron de Montesquieu dengan konsep Trias Politica.® Dalam Trias
Politica, Montesquieu membagi kekuasaan ada tiga, pertama Legislatif yang
berfungsi membuat undang-undang, kedua kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan
undang-undang dan, ketiga kekuasaan Yudikatif sebagai bagian dari sistem
pemerintahan yang idependen dalam wilayah penegakkan hukum,” menghapus
kekuasaan Federatif yang menurut Mentesquieu cukup di tangani Eksekutif.

Pemisahan yang digagas oleh Locke maupun Montesqueiu, diharapkan
mampu melakukan kontrol antar bagian kekuasaan yang ada ; dan menghambat
kemungkinan penyelewengan terhadap kekuasaan. Dengan menolak kekuasaan
absolut negara terhadap rakyat, naka rakyat harus berdaulat melalui sistem
pemerintahan. Seperti vang di katakan oleh Montesqueiu ;

“Kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan perwakilan
rakyat; kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada raja; kekuasaan
pengadilan pada para hakiin yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan.”

Karena legitimasi terhadap penguasa berasal dari rakyat bukan dari negera,

rakyatlah yang memberikan legitimasi terhadap wakil rakyat yang berada di legislatif,

® Gagasan Trias Politica Montesquieu dapat dilihat dalam De I'Esprit des Lois (The Spirit Of
the Laws ) khusus dalam buku ke-IX atau bab IX

7 Berbeda dengan Locke yang memasukkan wilayah peradilan (baca; hukum) dibawah
Eksekutif,

' Arief Budiman, Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, cet. I (Jakarta :
Gramedia, 1997) him 36.



eksekutif maupun yudikatif. Trias Politica-nya Montesquieu cukup "laris" sebagai
sebuah sistem pemerintahan sebagaimana yang di-ideal-kan para foundhing father
diberbagai negara. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, bahkan Indonesia juga
menganut sistem trias politica Montesquieu, walaupun ada modifikasi dalam
implementasinya.

Montesquiev dalam menggagas Trias Politica tidak bisa lepas dari kondisi
masyarakat Eropa waktu itv yang sedang mengalami perubahan yang sangat
mendasar yang dikenal dengan zaman pencerahan. Pada masa ini, perkembangan
ilmu pengetahuan berkembang pesat, termasuk ilmu politik dan ketatanegaraan.
Perkembangan ilmu ketatanegaraan pada masa ini dengan semangat pembebasan
memisahkan hubungan antdara agama dan negara. Hubungan agama dan negara di
Eropa sebelum terjadinya renaisains sangat dekat, bahkan terjadi penyalahgunaan
wewenang oleh penguasa dengan legitimasi agama. Revolusi yang terjadi di Prancis
tahun 1687 menjadi salah satu bukti bahwa hubungan agama dan negara harus
dipisahkan, dan pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam sistern pemerintahan.

Dengan semangat yang sama (baca; pembebasan), revolusi terjadi di Iran. Iran
yang sebelumnya bernama Persia, di pimpin oleh rezim Pahlevi banyak melakukan
kekejaman terhadap rakyat dan despotik dalam memimpin. Rezim Pahlevi tidak
segan-segan membunuh pibak oposisi dengan dinas rahasia SAVAK yang dibentuk
bersama Inggris dan Israel.

Melihat kondisi rakyat fran yang memprihatinkan, sosok Khomeini sebagai

Ayatulldh di Iran, melakukan perlawanan terhadap rezim serta memimpin rakyat Iran



menggulingkan rezim Pahlevi. Semangat penggulingan rezim Pahlevi merupakan
semangat memperjuangkan kebebasan disertai semangat keagamaan kaum Syi’ah
Itsnd’ Asy’ariyyah .

Revolusi yang terjadi tahun 11 Februari 1979, mengahancurkan tesis sebagian
orang, bahwa negara dan agama hLarus dipisahkan untuk mencapai cita-cita
kesejahteraan. Dengan semangat anti terhadap imperialisme, penindasan, monarki,
Ayatulldh Khomeini mengganti sistem pemerintahan Iran yang sebelumnya
berbentuk Monarki dengan Republik Islam.

Dengan dominasi mazhab Syi’ah Itsnd’ Asy’ariyyah di Iran, sistem
pemerintahan yang digunakan dalam republik Islam ini menggunakan sistem wildyah
fagih® Dalam sistem ini, menempatkan faqih sebagi pemimpin tertinggi dalam
negara. Walaupun dalam wildyah faqih negara dipimpin oleh pemimpin tertinggi
seorang Ayatulléh 'Udzma, rakyat tetap memegang peran penting dalam
pemerintahan di Iran, hal ini terlihat dengan adanya pemilihan parlemen Iran, rakyat
Iran harus memilih calon legislatif sebagai wakil rakyat'® dan presiden.

Dalam sistem wildyah faqih yang terjadi di Iran menunjukkan bahwa agama
dan negara tidak dapat dipisahkan. Karena negara dipimpin oleh pemimpin spritual

atau Ayatulléh 'Udzma yang menjadi pemimpin tertinggi negara dan agama

® Dalam konsep wilayat al-fagih sebuah negara di pimpin oleh pemimpin tertinggi yakni
seorang imam. Imam ini selain pemimpin tertinggi negara juga pemimpin spiritual rakyat Iran.

'* Rifki Gunara dan Ahmad Afifi Sazali, “Revolusi Islam Iran 1979 ; Antura Kebangkitan
Islam dan Politik Penguasaan Negara”, TRADEM, edisi ketujuh (Februari-April 2005), hlra. 44.



mempunyai posisi penting dalam negara. Berbeda dengan konsep 7’rias Politica yang
memisahkan antara peran agama di wilayah privat dan negara di wilayah publik.
Sebagai penggagas, Khomeini dan Montesqueiu merupakan seorang pemikir
yang menginginkan terciptanya sebuah pemerintahan yang adil dan mampu
membawa rakyat dalam kesejahteraan dan kedamaian. Namun, kedua pemikir ini
mempunyai latar belakang sosial, waktu, kondisi negara keduanya, kemudian juga
background pendidikan yang mereka terima mempunyai perbedaan. Hal ini
mempunyai implikasi dalain konsep dan imnplementasi dari gagasan kedua pemikir.
Perbedaan antara wildyah faqih dengan Trias Politica adalah wildyah faqih
hadir setelah adanya sebuah revolusi dan Trias Politica digagas sebelum terjadinya
revolusi Prancis, dimana kondisi negara tidak memberikan sebuah ruang kebebasan
dan kemerdekaan kepada rakyat. Maka, peran rakyat dalam kedua sistem

pemerintahan menjadi obyek penelitian penulis.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok masalah yang
diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana konsep Ayatullih Khomeini dan
Baron de Montesquieu tentang Kedaulatan Rakyat dan persamaan dan perbedaan

pemikiran kedua tokoh tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :



1. Menggambarkan atau menjelaskan pemikiran Ayatullih Khomeini dan Baron
de Montesquieu tentang Kedaulatan Rakyat

2. Mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.
Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1 Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam kajian hukum tata negara.

2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian politik

atau tata negara.

D. Telaah Pustaka

Mengkaiji tentang perinasalahan sistem pemerintahan bukanlah hal yang baru.
Dalam kajian sistem pemerintahan banyak kaitannya dengan filsafat polittk yang di
gunakan sebagai paradigma dalam memunculkan sebuah gagasan tentang sebuah
sistem pemerintahan yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat yang ada
dalam sistem tersebut.

Montesquien dan Khomeini merupakan sosok pemikir dari sekian banyak
pemikir dalam wilayah kajian sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Dengan
sémangat yang sama menginginkan sebuah sistem pemerintahan yang mampu
memberikan rasa aman, sejahtera dan adil bagi siapa saja yang dalam sebuah sistem
pemerintahan, kedua pemikir inj memunculkan teori sistem pemerintahan Trias

Politica dan Wildyah Fagth,



Dari kedua teori sistem pernerintahan diatas, satu hal yang tidak dapat di-nafi-
kan dalam mengkaji sistem pemerintahun adalah kedaulatan dalam sebuah sistem
pemerintahan tersebut.

Banyak pengkaji atau peneliti dalam permasalahan sistem pemerintahan dan
kedaulatan yang telah membahas persoalan tersebut, antara lain : Agus Wahyudi
dalam tulisannnya yang berjudul Doktrin Pemisahan Kekuasaan : Akar Filsafat dan
Praktek'' dalam Jurnal Hukum “Jentera” mencoba melihat konsep pemisahan
kekuasaan dalam kontek modern (baca; saat ini). Arief Budiman dalam bukunya
Teori Negaru ; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi '* yang mengulas tentang teori
negara, konsep kekuasaan, ideologi-ideologi negara dunia dan geneologi macam-
macam kedaulatan khususnya kedaulatan rakyat dan pentingnya sebuah kedaulatan
berada ditangan rakyat.

John Locke dalam esainya yang cukup terkenal yakni Kuasa Itu Milik Rakyat
; Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan maksud Tujuan
Pemerintahan Sipil,'* judul aslinya An Essay Concerning The True Original, Extent
and End of Civil Government dalam esai ini Locke menjelaskan pentingnya

pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi penguasa yang despotik, absolut dalam

" Agus Wahyudi, “Doktrin Pemisahan Kekuasaan : Akar Filsafat dan Praktek “ Jentera
Jurnal Hukum, edisi 8 Tahun III (Maret 2005).

12 Arief Budiman, Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, cet 11 (Jakarta :
Gramedia, 1997).

3 John Locke, Kuasa Itu Milik Rakyat Esai Mengenal Asal Mula Sesungguhnya, Ruang
Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipi, tetj: A.Widyamartaya (Yogyakarta : Kanisius, 2002).



memerintah. Moh. Kuspardi SH dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA dalam buku
Ilmu Negara ' membahas tentang teori dasar negara beserta ciri dan macam
kedaulatan yang berlangsung selama sistem pemerintahan yang terjadi di dunia.

Yudi Hardeos dalam karya ilmaihnya (baca; skripsi) yang berjudul Hubungan
Antar Lembaga Negara (Kajian pemikiran Montesqueiu dan al-Maududi)”® mengkaji
pemisahan antar lembaga Negara menuryt Montesqueiu dan al-Maududi. Dalam
kajian ini Hardeos hanya menelaah pada sisi pemisahan lembaga Negara dalam
gagasan kedua tokoh.

Selain kajian pemisahan kekuasaan dalam sebuah system pemerintahan,
pengkaji sistem Wildyah Faqih sebagai sebuah system pemerintahan baru yang hadir
pada abad 20 juga tidak sedikit. Para pengkaji system ini antara lain ; Noor Arif
Maulana, Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat al Fagih ' mengkaji pra dan
pasca terjadinya revolusi Iran. Noor mencoba menjelaskan benang merah sejarah
Wildyah Faqih dan Revolusi Iran. Kemudian Mehdi Hadavi Tehrani, Negara Ilahiah
'” yang mencoba menelaah dari sisi dalil dan idealnya konsep Wildyah Faqih dalam

pemerintahan,

 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. Ilmu Negara, cet. Il (Jakarta . Gaya Media
Pratama, 1995)

'3 Yudi Hardeos, Hubungan Antar Lembaga Negara (Kajian Pemikiran Montesquieu dan al-
Maududi) skripsi tidsk diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2003). -

16 Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran dam Realisasi Vilayat-i al Fagih (Yogyakarta:
Kreasi Wacana, 2003).

1" Mehdi Hadavi Tehrani, Negara Ilahiah, terj. Rudi Mulyono (Jakarta : Al Huda, 2005).
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Dalam karya ilmiah (baca;skripsi) banyak mahasiswa khususnya Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga yang mengkaji pemikiran Khomeini salah satunya M.
Falikul Isbah dalam skripsinya yang berjudul Sistem Politik Iran Pasca Revolusi
1979 : Studi atas Konstitusi dan Pelembagaan Negara Republik Islam Iran 1979-
1989, 1® yang mengulas proses politik pelembagaan wildyah fagih pasca revolusi Iran
1979.

Menelaah hasil penelitian di atas, penulis melakukan penelitian dalam
permasalahan kedaulatan. Karena penelaahan yang penulis lakukan berkenaan hasil
penelitian diatas tidak ada atau hanya sedikit yang membahas tentang kedualatan
dalam sebuah negara. Dalam penelitian ini penulis meneliti pemikiran Ayatullah
Khomeini dan Baron de Montesqueiu sebagai tokoh yang mempunyai pengaruh besar
dalam pemikiran politik di dunia dalam persoalan kedaulatan. Berkaitan dengan hal
tersebut, penulis menelaah karya dari kedua tokoh tersebut dan karya-karya peneliti

lainnya yang berkaitan dengan kajian yang penulis lakukan.

E. Kerangka Teoritik
Menurut Niccolo Machiavelli bentuk negara ada dua, perfama negara
monarki, dalam bentuk negara monarki kepala negara tidak dipilih cleh rakyat tetapi

dengan cara pewarisan. Kedua negara republik, dalam bentuk negara republik kepala

" M. Falikul Isbah, “ Sistem Politik Iran Pasca Revolusi 1979 : Studi atas Konstitusi dan
Pelembagaan Negara Republik Islam Iran 1979-1989” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga (2005).
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negara dipilih oleh rakyat tidak dengan cara pewarisan. Sepakat dengan Machiavelli
adalah Georg Jellinek dalam Allgemene Staatlehre yang membagi bentuk negera
Republik dan Monarki.'

Pemerinatahan republik lebih dekat dengan paham demokrasi yang
menghormati dan memberi ruang kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam
kehidupan bernegara. Dalam demokrasi memungkin warga negara untuk berpengaruh
pada keputusan-kepautusan politik.2

JJ Rousseau menggagas adanya kontrak sosial antara rakyat dan penguasa.
Kontrak sosial ini dilandasi semua orang mempunyai hak alamiah yang sama, dan
menyerahkan diri dan seluruh kekuasaannya untuk kepentingan bersama yakni
kehendak umum,*!

Bentuk negara dan sistem pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.
Ibarat sepasang mata uang logam yang tidak dipisahkan. Bentuk negara sebagaimana
yang dijelaskan diatas, sedangkan sistem pemerintahan merupakan representasi dari
sebuah kedaulatan yang diatur olch undang-undang dasar negara.

Islam tidak hanya berbicara mengenai persoalan ‘ubudiyah, tetapi Islam juga
berbicara persoalan muamalah. Bagian dari persoalan muamalah yang ada dalam

Islam adalah persoalan tentang politik (kekuasaan). Adanya sebuah pemerintahan

1 Soehino SH, Ilmu Negara, cet . Il (Yogyakarta : Liberty, 2000) him 174
2 Eberhard Puntsch, Politik dan Martabat Manusia, (Jakarta: Sinar Harpan, 1996) him 26.

% Jean Jecques Rousseau, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik, terj
Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat,(Jakarta ; Dian Rakyat, 1989) him.16.
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merupakan hal yang tidak dapat di-nafi-kan oleh umat Islam, karena pemerintah
menjadi alat untuk melindungi, melakukan kontrol terhadap masyarakat®* dan
menjalankan syari’at Islam.

Perdebatan antara mazhab-mazhab dalam Islam khususnya Syi’ah dan mazhab
Sunni tentang pemimpin pemerintahan sampai saat ini tidak ada kata sepakat.
Khalifah menurut mazhab Sunni sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW yakni
Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut mazhab
Syi‘ah yang berhak memimpin umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW
adalah Ali bin Abi Thalib kw.”* Hal ini disampaikan Nabi Muhammad saat
perjalanan pulang menuju Makkah dan Madinah di Ghadir Khum saat haji wada'.
Tapi kenyataan yang terjadi berbeda dengan apa yang di idealkan oleh mazhab
Syr’ah, ‘Ali disingkirkan oleh Umayyah dkk yang kemudian terbunuh dan
pemerintahan Islam kemudian berbentuk monarki. 24

Namun mazhab Sunni dan mazhab Syi’ah Istna’ Asy’ariyyah mempunyai

tujuan sama yakni sama-sama ingin menjalankan hukum-hukum syara’' sebagaimana

Z al-Imam al-Mujshid al-Sayyid Ruhullsh al-Khomeini, al-Hukiimat al-Islamiyyah, (Teheran
: al-Maktabah al-Islimiyah al-Kubr,tt) him. 23-24.

® Ibid, him. 42-43.
% Sistem pemerintahan monarki dianggap mazhab Syi’ah Istnd’ Asy’ariyyah tidak sesuai

dengan apa yang telah garis kan Allgh SWT. Lihat al-Imam al-Mujéhid al-Sayyid Ruhulldh al-
Khomeini, al-Hukfimat al-Islémiyyah, him, 48.
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yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya®’
melalui pemerintahan.

Dalam pemerintahan Islam yang dibangun oleh kedua mazhab tersebut,
kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada pada Allah SWT. Manusia hanya berhak
menjalankan hukum, aturan yang telah di tentukan oleh Allah. Analogi yang
digunakan oleh Abul A’la Al-Maududi dalam memahami kedaulatan tuhan dalam
pemerintahan Islam adalah Allah swt pencipta alam semesta, dan yang memelihara
seluruh yang ada di alam raya ini termasuk manusia. Semuanya tersebut adalah
miliknya dan perintahnya harus di tegakkan dan ditaati oleh manusia.?®

Menurut Imam Khomeini®’ pemerintahan Islam merupakan kebutuhan umat
Islam untuk menjalankan hukum syara’. Selain untuk menjalankan perintah Allah
(baca; hukum syara’) pemerintahan Islam diharapkan umat Islam dapat memperoleh

kebaikan di dunia dan di akhirat kelak.2®

P Pelaksanaan hukum syara’ dan administratif terlihat saat Islam periode Madinah, Nabi
SAW banyak mengirim delegasi atau para sahabat ke kerajaan yang ada di sekitar semenanjung
Arabia.

% Abul A’la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, cet. 'V (Bandung;
Mizan, 1995), hlm. 189,

7 al-Imam al-Mujahid al-Sayyid Ruhullih al-Khomeini, a/-Hukfimat al-Islémiyyah, him, 23-
28,

2 Ibid, him, 24.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research),
yakni penelitian yang mengkaji karya Ayatullsh Khomeini al Hukfmat al
Islémiyah dan karya Baron de Montesquieu The Spirit of the Laws.
2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan dan
memaparkan konscp kedaulatan rakyat menurut Baron de Montesquieu
melalui teori Trias Politica dan Ayatullih Khomeini melalui teori Wildyah
Faqih secara objektif, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori
yang sudah ada.
3. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur
yang ada relevansinya dengan kajian ini. Terutama buku karya Baron de
Monatesquieu The Spirit of the Law®® dan Ayatulldh Khomeini al-Hukfimat
al-Islémiyah serta karya-karya yang mengkaji keduanya. Juga karya-karya
yang berkaitan dengan kedaulatan sebagai objek dari penelitian ini.

4. Pendekatan

® Schubungan penulis tidak dapat menemukan sumber asli yang berupa buku, maka, penulis
menggunakan sumber The Spirit of Laws yang ditranslit oleh Thomas Nugent dari bahasa Prancis ke
bahasa Inggris.
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
historis, yaitu memaparkan konsep tentang kedaulatan rakyat dalam teori

masing-masing tokoh.

. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan kerangka berfikir
komparatif, yaita membandingkan konsep Baron de Montesquieu dan
Ayatulldh Khomeini.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji konsep Baron de Montesquieu
dan Ayatulldh Khomieni tentang kedaulatan rakyat. Hal ini tentu akan sangat
berkait dengan latar belakang yang mempengaruhi keduanya. Dari situlah
penyusun akan menganalisis konsep keduanya dengan menggunakan teori
yang sudah ada, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara

keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami

penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan.

Pertama, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah

yang diteliti. Kedua, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang

terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan

dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, berisi
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penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya
dengan objek penelitian ini. Kelima, kerangka teoretik, menyangkut pola fikir atau
kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam,
metode penelitian, berupa penjelasan langkah—langkah yang harus ditempuh dalam
mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, yang
merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang kedaulatan rakyat dan macam-
macam teori kedaulatan, maka pada bab kedua akan dipaparkan gambaran umum
tentang kedaulatan dan macam-macam kedaulatan. Bab kedua ini akan dibagi
menjadi dua sub bahasan. Pertama, tentang teori dan macam-macam kedaulatan
menurut filsuf barat. Kedua, pemikiran filsuf barat tentang teori kedaulatan dan
macam-macamnya.

Pada bab tiga berisi tentang konsep kedaulatan menurut Ayatullah Khomeini
dan Baron de Montesquieu. Bab ini terbagi dalam tiga sub bab antara lain tentang ;
pertama, Khomeini dan Wildyah Faqih, adapun sub tema adalah biografi Khomeini,
Wildyah Fagih dan implementasinya dalam lembaga negara, kedaulatan rakyat dalam
wildyah faqih, kedua Montesqueiv dan Trias Politica adapun sub tema adalah biografi
Montesqueiu, Hukum sebagai konstitusi, Trias Politica dan pembagian kekuasaanya
dan, kedaulatan rakyat dalam Trias Politica. Ketiga, kedaulatan rakyat dalam wilayah
faqih dan trias politica, adapun sub tema adalah biografi Khomeini dan Montesqueiu,
bentuk pemerintahan dan pembagian kekuasaan, supremasi hukum dan posisi rakyat
dalam Wildyah Faqih dan Trias Politica.
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Selanjutnya bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan yang
merupakan jawaban duri pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
Sebagai akhir dari bab ini adalah berisi saran kritik yang diharapkan dapat bermanfaat

bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari gambaran serta pengkajian penulis tentang konsep kedaulatan rakyat
dalam Trias Politica- Montesqueiu dan Wildyah Fagih-Khomeini pada bab-bab

sebelumnya. Ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan :

1. Konsep Khomeini dan Montesqueiu tentang Kedaulatan Rakyat :

Konsep Khomeini tentang kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem
pemerintahan yang ada di Iran saat ini. Undang-Undang Dasar yang disusun setelah
Revolusi Islam Iran yang kemudian disuhkan Khomeini sebagai pemimpin iertinggi
Republik Islam Iran (RID) waktu itu. Dalam Undang-Undang Dasar RII pasal 62
menunjukkan konsep syura digunakan dalam sistem wildyah fagth. Anggota syura
atau majlis dipilih langsung oleh rakyat sebagai wakil di pemerintahan. Konsep syura
yang dilembagakan dalam majlis menggunakan persetujuan suara mayoritas.
Sebagaimana dalam dalam pidotonya :

ey rakyat sendirilah, sekali lagi, yang harus mengelola urusan-urusan
administrasi dan bidang-bidang kerja serta urusan-urusan lain dalam pemerintahan
mereka. Rakyat berhak memilih sendiri presiden mercka, dan memang sudah
semestinya demikian, sesuai dengan hak asasi manusia, anda semua, rakyat, harus

menentukan nasib anda sendiri. Majlis (legislatif-penj) menempatkan posisi tertinggi
di atas semua institusi yang lain, dan majlis ini tidak lain pelembagaan kehendak

rakyat”,
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Walaupun, kedaulatan nasional yang dianut adalah kedaulatan Tuhan dan
sistem pemerintahan menggunakar sistem wildyah faqgih, pemerintahan yang ada di
Iran merupakan pemerintahan rakyat.

Jaminan terhadap hak-hak sebagai warga negara di jamin oleh Undang-
Undang Dasar, tidak ada hok istimewa terhadap warga negara etnis atau kelompok
tertentu, dan tidak ada alasan untuk mendapatkan hak istimewa sebagai warga negara.

Demokrasi dan sistem pemerintahan republik menjadi pilihan Montesqueiu
dalam mengagas sebuah pemerintahan yang baik untuk rakyat. Dengan tidak
meninggalkan Undang-Undang Dasar sebagai pengatur kekuasaan dan kebebasan dan
kemerdekaan rakyat.

Adanya kebebasan - politik warga negara - dan kemerdekaan menjadi
landasan bagi Montesqueini untuk melihat, apakah pemerintah yanga ada
memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan apapun yang mercka kehendaki,
baik dalam ruang pribadi maupun ruang publik. Maka, dibutuhkan ruang bagi rakyat
untuk berperan dalam pemerintahan, agar hak-hak, kebebasan, kemerdekaan mereka
tidak di belenggu oleh penguasa. Dan kekuasaan yang ada harus dipisahkan antara
satu dengan yang lain.

Merujuk asas demokrasi pada sistem pemerintahan kota yang ada di Yunani
kuno dan perlemen di Inggris. Montesqueiu menggagas lembaga legislatif — adanya
lembaga ini Montesquieu mengadopsi dari trias politica John Locke — sebagai solusi
bagi rakyat untuk berperan dalam pemerintahan, dengan menggunakan sistem wakil
untuk duduk di legislatif
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Selain itu juga adanya jaminan atas kebebasan dan kemerdekaan tidak
hanya terciptanya legislatif, tetapi juga pelaksanaan hukum oleh yudikatif atau
pengadilan secara independen salah satu kunci kebebasan dan kemerdekaan rakyat

agar tidak di belenggu oleh penguasa.

2. Persamaan pemikiran Montesqueiu dan Khomeini

a. Montesquieu dan Khomeini menempatkan hukum sebagai “
panglima”. Dalam era saat ini sering disebut dengan supremasi
hukum. Karena penegakkan hukum yang ada dalam negara sangat
berpengaruh pada jaminan terhadap hak, kebebasan dan
kemerdekaan warga negara.

b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam kekuasaan negara dalam Trias
Politica dan wildyah faqih. Hal ini terlihat dengan adanya legisltaif,
eksekutif dan yudikatif,

¢. Bentuk pemerintahan demokrasi dan republik sebagai bentuk negara
menjadi pilihan dari Montesqueiu dan Khomeini. Hal ini terlihat
adanya pemilihan umum dan perwakilan rakyat di legislatif.
Walaupun dalam wildyah faqih menggunakan ideologi Islam dan
sumber kekuasaan dari Allah swt tetap memberikan ruang bagi

rakyat untuk berpartisipasi.
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d. Montesqueiu dan Khomeini hidup dibawah berada dalam rezim
monarki yang tidak memperhatikan kondisi warga negara dengan

melanggar hak-hak, kebebasan dan kemerdekaan warga negara.

3. Perbedaan pemikiran Montesqueiu dan Khomeini

a. Montesqueiu dan Khomeini hidup zaman yang berbeda. Hal ini
mempengaruhi pemikiran dari keduanya. Montesqueiu hidup disaat
Eropa mengalami pencerahan yang ditandai runtuhnya kekuasaan
geraja terhadap negara, selain itu perkembangan ilmu pengertahuan
termasuk pengetahaun tentang hukum berkembang resat di Eropa —
sebelum revolusi Prancis. Sedangkan Khomeini hidup dalam
lingkungan rzligius yang taat dibawah rezim Pahlevi yang despotic.

b. Montesqueiu dalam menggagas trias politica diawali atau didasari
dengan mempelajari berbagai hukum-hukum negara yang ada di
Eropa dan hukum-hukum kuno khususnya hukum Romawi.
Sedangkan Khomeini menggagas wildyah fagih didasari doktrin
Syi’ah Itsnd’ Asy’ariyyah.

c. Sumber Lekuasaan penguasa menurut Montesqueiu berasal dari
rakyat. Sedangkan menurut Khomeini, kekuasaan penguasa berasal
dari Alldh SWT yang memilih seseorang — faqih - tersebut untuk

menjadi pemimpin negdta.
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d. Montesqueiu tidak mewujudkan konsepnya dalam “dunia nyata”
atau negara, hanya konsep Montesqueiu menjadi inspirasi pendiri
Amerika Serikat untuk wujudkan gagasnnya dalam negara.
Khomeini mewujudkan konsep dalam negara sekaligus memimpin
langsung negara yaung di idealkan untuk beberapa tahun.

e. Khomeini menempatkan faqih sebagai pemimpin tertinggi dalam
pemerintahan wildyah faqih, sebagai wakil dari imam kedua belas —
dalam doktrin mazhab Syi’ah Itsnd’ Asy’ariyyah — yang masih ghaib
yang mempunyai fungsi kenabian. Sedangkan Montesqueiu tidak
ada mengenal adanya pemimpin tertinggi dalam pemerintahan trias

politica.

B. Saran-saran

1. Dengan keterbatasan dalam penelitian ini, sangat perlu untuk diadakan
kajian yang lebih mendalam mengenai pemikiran Khomeini dan
Montesqueiu khususnya tentang hubungan antara hukum dan
pemerintahan.

2. Perlu untuk dikembangkan lebih jauh studi mengenai hukum tata
negara dan konstitusi yang berkaitan dengan diskursus keislaman.

3. Atas keterbatasan, kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi
ini, penulis mengharapkan masukan dan kritik dari pihak manapun

demi perbaikan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.
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LAMPIRAN I
TERJEMAHAN

HALAMAN

FOOTNOTE

TERJEMAH

54

41

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
dan servan Tuhannya dan mendirikan sholat,
sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarat antara mereka;, dan mereka
menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan
kepada mereka.
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